
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.1524, 2013  KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER 
DAYA MINERAL. Izin Usaha. 
Ketenagalistrikan. Tata Cara. 

 
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 35 TAHUN 2013 

TENTANG 
TATA CARA PERIZINAN USAHA KETENAGALISTRIKAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan 
Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 
tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan 
Pasal 18 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 
2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, 
perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber 
Daya Mineral tentang Tata Cara Perizinan Usaha 
Ketenagalistrikan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 
tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5281); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 
tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
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Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5326); 

4. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 
tanggal 18 Oktober 2011; 

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022); 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA 

MINERAL TENTANG TATA CARA PERIZINAN USAHA 
KETENAGALISTRIKAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  
1. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik 

meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga 
listrik kepada konsumen. 

2. Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik adalah pengadaan untuk 
memproduksi tenaga listrik. 

3. Usaha Transmisi Tenaga Listrik adalah pengadaan penyaluran tenaga 
listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau 
penyaluran tenaga listrik antarsistem. 

4. Usaha Distribusi Tenaga Listrik adalah pengadaan penyaluran tenaga 
listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen. 

5. Usaha Penjualan Tenaga Listrik adalah kegiatan usaha penjualan 
tenaga listrik kepada konsumen. 

6. Jaringan Tenaga Listrik adalah fasilitas penyaluran tenaga listrik yang 
meliputi saluran transmisi dan/atau saluran distribusi berikut sarana 
penunjangnya. 

7. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan 
usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. 

8. Izin Operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik 
untuk kepentingan sendiri.  
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9. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik adalah izin untuk 
melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik. 

10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang ketenagalistrikan. 

11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas 
dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan 
dan standardisasi  teknis di bidang ketenagalistrikan. 

Pasal 2 
Peraturan Menteri ini mengatur ketentuan mengenai tata cara perizinan 
usaha ketenagalistrikan yang meliputi izin bagi Usaha Penyediaan Tenaga 
Listrik untuk kepentingan umum, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk 
kepentingan sendiri, serta usaha jasa penunjang tenaga listrik yang 
diberikan oleh Menteri. 

BAB II 

USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK 
UNTUK KEPENTINGAN UMUM 

Bagian Kesatu 

Umum 
Pasal 3 

(1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum meliputi 
jenis usaha: 

a. pembangkitan tenaga listrik; 

b. transmisi tenaga listrik; 
c. distribusi tenaga listrik; dan/atau 

d. penjualan tenaga listrik. 
(2) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara 
terintegrasi. 

(3) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum secara 
terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi  jenis 
usaha: 

a. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi 
tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik yang dilakukan dalam 
satu kesatuan usaha; 

b. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan 
penjualan tenaga listrik yang dilakukan dalam satu kesatuan 
usaha; atau 
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c. pembangkitan tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan 
penjualan tenaga listrik yang dilakukan dalam satu kesatuan 
usaha. 

(4) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum dapat 
dilaksanakan oleh badan usaha sebagai berikut: 

a. badan usaha milik negara; 
b. badan usaha milik daerah; 
c. badan usaha swasta yang berbadan hukum  Indonesia; 
d. koperasi; dan 

e. swadaya masyarakat, 
yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik. 

Bagian Kedua 

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 
Pasal 4 

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan setelah mendapat Izin Usaha 
Penyediaan Tenaga Listrik dari Menteri untuk: 
a. badan usaha yang wilayah usahanya lintas provinsi; 
b. badan usaha milik negara; atau  

c. badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan 
Jaringan Tenaga Listrik kepada pemegang Izin Usaha Penyediaan 
Tenaga Listrik yang izinnya diberikan oleh Menteri. 

Pasal 5 
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diberikan sesuai dengan jenis 
usahanya. 

Pasal 6 
(1) Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diajukan oleh 

badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dan 
harus dilengkapi dengan persyaratan administratif, teknis, dan 
lingkungan. 

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
atas: 
a. identitas pemohon; 

b. pengesahan sebagai badan hukum Indonesia bagi badan usaha 
milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan 
koperasi; 
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c. pengesahan sebagai badan hukum Indonesia bagi  swadaya 
masyarakat yang berbentuk badan hukum; 

d. profil pemohon; 
e. nomor pokok wajib pajak; dan 
f. kemampuan pendanaan. 

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. studi kelayakan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; 
b. lokasi instalasi kecuali untuk Usaha Penjualan Tenaga Listrik; 
c. izin lokasi dari instansi yang berwenang kecuali untuk Usaha 

Penjualan Tenaga Listrik; 
d. diagram satu garis; 
e. jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;   
f. jadwal pembangunan; 
g. jadwal pengoperasian; dan 
h. persetujuan harga jual tenaga listrik atau sewa Jaringan Tenaga 

Listrik dari Menteri, dalam hal permohonan Izin Usaha Penyediaan 
Tenaga Listrik diajukan untuk Usaha Pembangkitan Tenaga 
Listrik, Usaha Transmisi Tenaga Listrik, atau Usaha Distribusi 
Tenaga Listrik. 

(4) Dalam hal permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 
diajukan untuk Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, selain 
persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus 
dilengkapi dengan kesepakatan jual beli tenaga listrik antara pemohon 
dengan calon pembeli tenaga listrik. 

(5) Dalam hal permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 
diajukan untuk Usaha Transmisi Tenaga Listrik atau Usaha Distribusi 
Tenaga Listrik, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), harus dilengkapi dengan kesepakatan sewa Jaringan Tenaga 
Listrik antara pemohon dengan calon pemanfaat jaringan transmisi 
atau jaringan distribusi tenaga listrik. 

(6) Dalam hal permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 
diajukan untuk Usaha Distribusi Tenaga Listrik, Usaha Penjualan 
Tenaga Listrik, atau Usaha Penyediaan Tenaga Listrik secara 
terintegrasi,  selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4), harus dilengkapi dengan penetapan wilayah usaha yang 
ditetapkan oleh Menteri dan rencana Usaha Penyediaan Tenaga 
Listrik. 

(7) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan 
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